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TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2022 tentang (Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran 2022,

Tahun

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembarari Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Nomor
4355),
Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4421):

Pe

Ke

n

3.

4.

5.

Negara



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelmerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali denga
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan I

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5679):
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756),

6.

Peraturan Pemerintah Nomor
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kep
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

109 Tahun 2000

014 Nomor
sid Nomor
in Undang-
Kedua atas
merintahan
015 Nomor

Nomor

4

Hubungan
(Lembaran
Tambahan

7.

tentang
la Daerah
omor 210,

8.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),
. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negar

9.
Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembarari Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana tel diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012| tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T'
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4575),
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

tang Dana
ahun 2005
Indonesia

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693),
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilay Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,

Penyelenggaraan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5107),
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang (Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
dan Pengawasan Penyelenggaraan

:

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Pemerintahan

Pembinaan
Daerah

Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggotal Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perigelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones a Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah | tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan (Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran nggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana te ah| diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 ahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nege i Nomor
16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangah
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang (Pe jabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berital Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525),

eraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seb gaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perub hah Kelima
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

tan
n 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan So ial yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor
5),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 T
tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7 4),

2012

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 t
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawab Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia T,
Nomor 1067),

dhun 2017

ahiin 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanj Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indone ia Tahun
2021 Nomor 926), '

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemb Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6): |



MEMUTUSKAN :

TAHUN

an oleh

a dalam
gaimana
| Tahun

lenggara
an yang

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

(1) Daerah adalah Kabupaten Siak.
(2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasny
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seba
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945.

(3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penye
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah
menjadi kewenangan daerah otonom. |

(4) Bupati adalah Bupati Siak.

(5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula be

Rp. 2.256.021.702.782 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp.
sehingga menjadi Rp. 2.451.174.490.862 dengan rincian sebagai berikut :

1.

2.

3.

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan «

oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan

Pasal 2

195.152.

Pendapatan daerah
a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)

Jumlah pendapatan daerah
setelah perubahan

Rp. 2.063.166.760.156
Rp. 5.795.594.192

Rp. 2.068.962.354.

Belanja daerah
a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)

Jumlah belanja daerah
setelah perubahan

Rp. 2.256.021.702.782
Rp. 195.152.788.080

Rp. 2.451.174.490.

Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp. 294.018.796.050
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 185.773.340.464
Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 479.792.136
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b. Pengeluaran pembiayaan
1. Semula Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp. t.0
Jumlah pembiayaan netto

setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

perubahan
|

Pasal 3

Rp. 479.792.136.514

Rp. 97.580.000.000

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri
1. Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

tercantum dalam Lampiran yang
dari:

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang DiklasifikasiMenurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan:
Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, |

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dani B
Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta
Pemberi Hibah,
Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan B

esaran
SKPD

esaran
SertaAlokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterim

SKPD Pemberi Bantuan Sosial:
Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran
Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus
yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan,

|

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran
Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
Kepada Pemerintah Kabupaten,
Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut| Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan RincianPendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak B

Objek

i Dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan,
Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Objek



10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabup ten Siak
Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negaral

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan ba iah yang
|tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan

|

ef
perundang-undangan. '

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ari
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

|

Ditetapkan di Siak Sri Indrap
pada tanggal “2

November
2

PATI
SIAK,

reoku

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 02 November 2022

SEKRETA KABUPATEN SIAK,

Drs. HNARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 9x

entuan
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